BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.304, 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Kampanye.
Pilkada. Pedoman Teknis.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :a bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan
wewenang Komisi  Pemilihan  Umum  dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan
pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tigp tahapan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah sebagamana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan
bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan
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Mengingat

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b,
telah ditetapkan Peraturan Komis Pemilihan Umum
Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan
berkenaan dengan hal-hal teknis dalam tahapan
kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4986);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43865);

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
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Memperhatikan :

M enetapkan

12.

Komis Pemilihan Umum Proving, dan Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal  Komiss  Pemilihan  Umum,
Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provins, dan
Sekretariat Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20
Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 69
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagal berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 16 diubah dan angka 8 dan angka 9
dihapus serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaa Daerah
selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Proving, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Partai politik adalah parta politik peserta Pemilu Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/K ota Tahun 2009.

Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih
yang secara bersamasama bersepakat secara tertulis untuk
mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum
Provins atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/K ota.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya
disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai
politik atau gabungan parta politik dan perseorangan, yang telah
memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komis
Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota.

Komis Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins/Komisi
Independen  Pemilihan Aceh dan Komis Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota/lKomisi  Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut KPU, KPU Provins/KIP Aceh dan KPU
Kabupaten/Kota/lKIP Kabupaten/Kota di  wilayah Aceh adalah
penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Dihapus.
Dihapus.
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